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Opini audit BPK merupakan hasil dari proses audit dalam bentuk pernyataan yang 
dapat menjadi gambaran kualitas laporan keuangan pemerintah, sehingga menjadi 
acuan bagi pemerintah pusat di Kementerian Keuangan di pencapaian kinerja 
menilai dari pemerintah daerah khususnya untuk memberikan penghargaan dan 
hukuman yang terkait dengan pengelolaan keuangan publik, sehubungan dengan 
masalah ini, tesis ini bertujuan untuk mendapatkan bukti empiris tentang pengaruh 
keberadaan pelaksanaan E-Government, kemampuan APIP, dan persentase 
penyelesaian BPK BPK opini audit Follow-up. Analisis yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah analisis regresi berganda dengan menggunakan metode 
penelitian adalah purposive sampling. Penelitian ini menggunakan data sekunder 
IHPS BPK tahun 2015, data IACM 2013, data Peggi Kemenkominfo RI 2016. Peneliti 
menganalisis 228 pemerintah daerah yang terdiri dari pemerintah daerah 
kabupaten dan kota. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberadaan 
implementasi e-government dan tindak lanjut Penyelesaian Persentase BPK dampak 
signifikan positif pada opini audit BPK, sementara kemampuan APIP tidak memiliki 
pengaruh yang signifikan terhadap opini audit BPK. APIP tidak kemampuan 
berpengaruh untuk mengaudit opini karena sebagian besar pemerintah daerah di 
Indonesia APIP tingkat kemampuan tetap pada tingkat 1 (Initial) sehingga belum 
mampu mendukung pelaksanaan pemerintahan yang efektif. Aplikasi dari 
penelitian ini di masa depan disarankan agar pemerintah daerah, Inspektorat (APIP 
area), BPK RI untuk bekerja sama dalam menciptakan opini audit yang lebih baik 
bahwa pendapat WTP terhadap laporan keuangan. 
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terkait pengelolaan keuangan daerah yang 

akuntabel dan terwujudnya tata kelola 

pemerintahan yang baik dan bersih (

). Dalam 

rangka mewujudkan tata kelola pemerinta-

han yang baik ( ) 

pemerintah berupaya untuk meningkatkan 

transparansi dan akuntabilitas pengelolaan 

keuangan negara. Untuk mewujudkan 

 terdapat tiga elemen dasar 

yang saling terkait antara satu dengan yang 

lain yaitu 

 (Osborne dan Geabler 1992; 

LAN dan BPKP 2000).  

Peraturan Pemerintah Nomor 105 

Tahun 2000 tentang pengelolaan dan per-

tanggungjawaban keuangan daerah, mene-

gaskan bahwa keuangan daerah harus 

dikelola dengan tertib, sesuai dengan pera-

turan dan perundang-undangan yang telah 

berlaku, efektif dan efisien, transparans 

dan bertanggungjawab menurut azas kead-

ilan dan kepatutan. Pemerintah daerah se-

bagai pihak yang bertanggungjawab ter-

hadap penyelenggaraan pemerintahan (PP 

RI No 8 Tahun 2006), berkewajiban untuk 

mempertanggungjawabkan  pengelolaan  

keuangan  daerahnya  secara  akuntabel  ke 

dalam laporan keuangan. Untuk 

mewujudkan transparansi, akuntabilitas 

serta kepercayaan para pengguna laporan 

maka laporan keuangan tersebut perlu di-

audit oleh BKP RI, Hasil audit BPK RI beru-

pa opini audit menurut Peraturan Menteri 

Keuangan (PMK) Nomor 158/PMK.02/2014 

menjadi acuan kementerian keuangan da-

lam menilai capaian kinerja pemerintah 

daerah dan pedoman dalam pemberian re-

ward dan punishment kepada pemerintah 

daerah terkait pengelolaan keuangannya.  

Fenomena yang menjadi perhatian 

serius pemerintah yaitu masih banyaknya 

laporan keuangan pemerintah daerah yang 

belum mendapatkan opini WTP. Kondisi 

tersebut mengindikasikan pemerintah dae-

rah belum mampu mempertanggungjawab-

kan pengelolaan keuangan daerahnya 

secara akuntabel sesuai ketentuan yang 

berlaku. Pengelolaan keuangan publik ter-

masuk dalam rangka hukum dan organisasi 

untuk melakukan pengawasan terkait si-

klus anggaran, penyusunan anggaran, pen-

gadaan, monitoring, pelaporan serta 

kontrol dari pihak internal audit. Kontrol  

merupakan  peran dari APIP dalam rangka 

meningkatkan akuntabilitas dan trans-

paransi penyelenggaraan pemerintahan 

(Szymanski 2007; Baltaci dan Yilmaz 2006).  

Dalam rangka  percepatan pening-

katan kualitas akuntabilitas keuangan 

negara melalui Inpres No. 4 Tahun 2011 

yang dilanjutkan dengan Inpres No. 9 Ta-

hun 2014 mengamanatkan untuk memper-

cepat peningkatan kualitas akuntabilitas 

keuangan negara dengan melakukan 

pengelolaan keuangan negara yang efektif, 

efisien, transparan, akuntabel, melalui in-

tensifikasi dan efektifitas peran APIP serta 

penyelenggaraan SPIP dan koordinasi antar 

instansi dalam upayanya  preventif  ter-

hadap korupsi. Untuk menjalankan fungsi 

dan perannya tersebut APIP harus memiliki 

kapabilitas yang baik sehingga mampu 

meningkatkan kinerja pemerintah daerah 

terutama dalam proses pertanggungjawa-

ban laporan keuangan. Perka BPKP–1633/

K/JF/2011, Peningkatan kapabilitas APIP  

merupakan usaha untuk semakin mem-

perkuat dan meningkatkan struktur kelem-

bagaan, proses pelaksanaan manajemen 

maupun bisnis serta peningkatan sumber 

daya manusia APIP agar mampu menjalan-

kan peran serta fungsi APIP secara efektif. 

Semakin baik kapabilitas APIP dalam 

melakukan pengawasan terhadap penye-

lenggaraan pemerintahan daerah maka 

pemerintah daerah semakin bertanggungja-

wab dalam pengelolaan keuangan dae-

rahnya sehingga menghasilkan laporan 

keuangan yang akuntabel. 

Selain akuntabilitas, transparansi 

dalam pengelolaan keuangan negara/

daerah menjadi salah satu hal yang penting 

untuk mencapai 

 dalam mendukung pen-

capaian opini WTP. Menurut PP 24 tahun 

2005, Transparansi yang dimaksud yaitu 

bahwa publik dapat mengetahui, serta 

mendapatkan informasi terkait proses 

penyelanggaraan pemerintah, pertanggung-

jawaban pemerintah terkait pengelolaan 

keuangan daerah serta sumber daya dan 

tingkat kepatuhan terhadap peraturan yang 

berlaku. Salah satu bentuk transparansi  

pemerintah daerah dalam pemberian serta 

pengelolaan informasi secara efektif dan 

http://www.sjdih.kemenkeu.go.id/fullText/2014/158~PMK.02~2014Per.HTM
http://www.sjdih.kemenkeu.go.id/fullText/2014/158~PMK.02~2014Per.HTM
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efisien yaitu dengan memanfaatkan 

teknologi informasi dan komunikasi 

dengan menerapkan .  

Inpres RI No. 3 Tahun 2003 menya-

takan bahwa dengan memanfaatkan 

teknologi komunikasi dan informasi dalam 

kegiatan pemerintahan ( ) 

maka akan semakin mendukung dan 

meningkatkan efektifitas, efisiensi, trans-

paransi serta akuntabilitas penyeleng-

garaan pemerintahan. Untuk mencapai 

tujuan pemerintahan tersebut maka diper-

lukan kebijakan, strategi pengembangan 

. Menurut pendapat Pérez 

(2008) dalam penelitiannya mengungkap-

kan bahwa untuk menuju , 

pengungkapan informasi keuangan pada 

sektor publik menjadi faktor penting da-

lam meningkatkan transparansi. 

pengungkapan informasi keuangan secara 

, menjadikan persyaratan akuntabili-

tas publik terpenuhi secara efisien dan 

efektif. Dengan demikian keberadaan 

 membuka peluang  bagi 

pengaksesan, pengelolaaan dan pendaya-

gunaan informasi serta pertanggungjawa-

ban pemerintah terkait pengelolaan keu-

angan negara dapat dipertanggungjawab-

kan secara akuntabel, sehingga akan 

mempengaruhi pemberian opini audit BPK 

RI. 

Pemberian opini audit BPK RI tidak 

hanya berdasarkan transparansi dan akunt-

abilitas pemerintah daerah, namun ada ele-

men lain yang terkait yaitu penyelesaian 

tindak lanjut rekomendasi BPK RI atas 

temuan audit. Undang-Undang Republik 

Indonesia No. 15 Tahun 2004 Tentang 

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung 

jawab Keuangan Negara, pasal 21 ayat (1), 

rekomendasi harus ditindaklanjuti oleh 

setiap Entitas audit dan opini yang diberi-

kan menjadi acuan untuk perbaikan di ta-

hun berikutnya. Undang-Undang No. 15 

Tahun 2006, memberikan amanat Badan 

Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk mem-

berikan rekomendasi evaluatif, penilaian 

opini, dan pemantauan pelaksanaan tindak 

lanjut hasil pemeriksaannya. Penyelesaian 

tindak lanjut hasil pemeriksaan menjadi 

mutlak untuk segera dilaksanakan oleh en-

titas audit sebagai bentuk /umpan 

balik atas pelaksanaan audit serta sebagai 

langkah awal dalam rangka pengelolaan 

keuangan negara/daerah yang transparan 

dan akuntabel, semakin sedikit temuan au-

dit yang diperoleh BPK RI maka semakin 

besarlah peluang daerah untuk mendapat-

kan Opini WTP.  

 

 merupakan proses pem-

anfaatan teknologi informasi sebagai alat 

untuk membantu menjalankan sistem 

pemerintahan secara lebih efisien 

(Sosiawan 2008). Hamidah (2015) dalam 

penelit iannya menyampaikan, 

  merupakan suatu upaya 

pemerintah dalam memanfaatkan teknolo-

gi informasi aplikasi internet  yang ber-

basis , peningkatan kualitas pelayanan 

publik serta penyediaan akses yang mudah 

bagi publik sehingga memudahkan proses 

transformasi dari pejabat publik kepada 

masyarakat umum. Instruksi Presiden No. 

6/2001 menyatakan bahwa dalam rangka 

mendukung pencapaian  

dan percepatan demokrasi, aparat 

pemerintah harus menggunakan teknologi 

telematika.  

Pengembangan  

secara tepat sesuai dengan Inpres No. 3 

tahun 2003, diharapkan dapat mendukung 

proses penyelenggaraan pemerintah dae-

rah, memperbaiki kualitas dan pemberian 

pelayanan yang efektif dan tepat sasaran 

sesuai dengan kebutuhan masyarakat, se-

hingga pemerintah daerah dapat memper-

tanggungjawabkan penyelenggaraan 

pemerintahannya secara akuntabel. Se-

makin baik pemerintah daerah dalam men-

erapkan dan mengembangkan 

 dengan tepat dan  

maka proses pertanggungjawaban 

pemerintah daerah akan semakin akunta-

bel sehingga menjadi pertimbangan bagi 

BPK RI dalam memberikan opini audit yang 

lebih atas laporan keuangan pemerintah 

daerah. Berdasarkan penjelasan di atas, 

hipotesis dalam penelitian ini dapat diru-

muskan sebagai berikut ini. 

H1: Pelaksanaan e-government ber-
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pengaruh signifikan positif terhadap 

opini audit BPK RI. 

 

Kapabilitas APIP merupakan kemampuan 

untuk melaksanakan tugas -tugas 

pengawasan yang mencakup kapasitas, 

kewenangan, kompetensi SDM APIP yang 

antara satu dengan yang lain saling terkait 

dan harus dimiliki oleh APIP dalam 

mewujudkan peran APIP yang efektif (Perka 

BPKP, Per-1633/K/JF/2011). Dalam rangka 

peningkatan kapabilitas APIP pemerintah 

dalam nya memaparkan 

mengenai rencana pemerintah untuk 

meningkatkan kapabilitas APIP yang tertu-

ang dalam RPJMN 2015-2019, dengan 

menargetkan kapabilitas APIP pada tahun 

2019 untuk berada pada -3 dari skor 

 1-5 sesuai kriteria penilaian inter-

nasional (Perka BPKP No 6, 2015). 

Tingkat kapabilitas APIP yang semakin 

tinggi dari  1 menjadi  3 atau 5 

maka akan membantu pemerintah daerah 

dalam mewujudkan tata kelola keuangan 

negara yang akuntabel. Pengelolaan keu-

angan yang akuntabel menjadikan per-

tanggungjawaban penyelenggaraan 

pemerintahan daerah menjadi akuntabel 

sesuai dengan peraturan yang berlaku, se-

hingga menjadi pertimbangan  BPK RI da-

lam memberikan opini. Pemberian opini 

kepada pemerintah daerah bergantung pa-

da kualitas laporan keuangannya. Hal itu 

juga karena adanya peran APIP dalam tugas 

Pengawasannya yang diharapkan mampu 

meningkatkan kualitas LKPD (Purba 2014). 

Berdasarkan penjelasan di atas, hipotesis 

dalam penelitian ini dapat dirumuskan se-

bagai berikut ini. 

H2: Kapabilitas APIP (Inspektorat Daerah) 

berpengaruh signifikan positif ter-

hadap Opini audit BPK RI 

 

Penyelesaian tindak lanjut atas hasil 

pemeriksaan atau audit BPK RI merupakan 

langkah yang harus dilakukan oleh pihak 

yang diaudit (Audite) untuk menyelesaikan 

tindak lanjut atas rekomendasi yang diberi-

kan oleh BPK RI terhadap temuan pada 

waktu pemeriksaan yang tercantum dalam 

LHP BPK RI. Proses tindak lanjut hasil audit 

BPK merupakan amanat dari Undang-

undang No 33 tahun 2004 yang 

menyangkut aspek transparansi dan akunt-

abilitas dalam pengelolaan keuangan nega-

ra/daerah, dimana seluruh informasi keu-

angan negara/daerah adalah informasi ter-

buka yang bisa diakses oleh publik. Dengan 

demikian transparansi dan akuntabilitas 

keuangan negara/daerah merupakan ben-

tuk pertanggungjawaban pemerintah 

terkait dengan pengelolaan keuangan nega-

ra/daerah kepada publik yang dengan mu-

dah diakses oleh publik. Sehingga seluruh 

temuan hasil audit BPK RI harus segera 

ditindaklanjuti demi mendukung 

tercapainya opini WTP dari BPK RI.  

Menurut  Hartanto (2015) dari hasil 

pengujian hipotesisnya menunjukkan bah-

wa tindak lanjut rekomendasi hasil 

pemeriksaan berpengaruh positif dan sig-

nifikan terhadap opini tahun berikutnya. 

Dalam penelitian lain (Setyaningrum  

2014) menyampaikan bahwa dengan se-

makin banyak rekomendasi audit yang 

ditindaklanjuti, diharapkan akan semakin 

baik dan akuntabel kualitas laporan keu-

angan pemerintah, hal tersebut ditunjuk-

kan dengan jumlah temuan audit BPK RI 

yang semakin berkurang. Masyitoh (2015) 

berpendapat bahwa salah satu usaha 

pemerintah daerah untuk memperbaiki 

proses penyelenggaraan pemerintahan dan 

peningkatan kualitas pelaporan keuangan 

dengan menyelesaikan tindaklanjut rek-

omendasi hasil audit BPK RI. 

Kondisi yang seperti ini tidak lepas 

dari peran serta APIP dalam hal 

pengawasan atas pengelolaan keuangan 

daerah, dengan demikian pemerintah dae-

rah mempunyai komitmen yang kuat untuk 

dapat menindaklanjuti rekomendasi hasil 

pemeriksaan yang berdampak pada temuan 

audit BPK RI yang semakin berkurang pada 

periode selanjutnya. Hal tersebut 

mengindikasikan bahwa semakin tinggi 

tingkat penyelesaian hasil pemeriksaan 

BPK RI oleh suatu entitas maka akan men-

jadi pertimbangan bagi BPK RI untuk mem-

berikan opini yang lebih baik pada tahun 
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selanjutnya. Berdasarkan penjelasan di 

atas, hipotesis dalam penelitian ini dapat 

dirumuskan sebagai berikut ini. 

H3: Persentasi penyelesaian tindak lanjut 

hasil audit BPK RI berpengaruh signif-

ikan positif terhadap pemberian Opini 

audit BPK RI  

 

Populasi penelitian ini adalah seluruh 

Pemerintah Daerah/ Kabupaten/ Kota di 

Indonesia yang telah diaudit oleh BPK RI 

tahun 2014-2015.  

 

Data yang digunakan bersumber dari data 

sekunder Hasil penyelesaian tindak lanjut 

tahun 2014 dan opini audit BPK RI yang 

terdapat dalam IHPS BPK RI tahun 2015, 

Hasil  Kapabilitas APIP dan pen-

erapan  Pemerintah Daerah 

Kabupaten/ Kota di Indonesia dari PeGi 

dan IACM.  

 

Variabel dalam penelitian ini terdiri dari 

variabel dependen  dan variabel inde-

penden. Variabel dependen yang digunakan 

dalam penelitian ini yaitu Opini audit BPK 

RI (Y), sedangkan Variabel independen da-

lam penelitian ini adalah Pelaksanaan 

 (X1), Kapabilitas APIP (X2), Per-

sentasi penyelesaian tindak lanjut hasil au-

dit BPK RI (X3). 

 

Dari 228 pemerintah daerah sebagai sam-

pel, hanya 177 pemerintah daerah yang 

memenuhi syarat untuk analisis penelitian. 

Model Regresi yang terbentuk berdasarkan 

nilai estimasi parameter dalam variabels in 

the equation sebagai berikut: Opini Audit 

BPK RI = 2.083 + 0,469X1 + 0,128X2 + 

0,013X3 + e 

Hasil pengujian dapat dilihat pada 

tabel 1. Uji F menunjukkan bahwa secara 

bersama Opini Audit BPK RI dipengaruhi 

oleh variabel pelaksanaan , 

kapabilitas APIP, persentase penyelesaian 

tindak lanjut hasil audit BPK RI. Uji signif-

ikansi t dalam penelitian ini menunjukkan 

bahwa variabel independen yaitu Kapabili-

tas APIP yang diukur dalam IACM secara 

penilaian individu tidak berpengaruh sig-

nifikan terhadap variabel dependen opini 

audit BPK RI atas laporan keuangan 

pemerintah daerah  namun secara 

penilaian bersama berpengaruh terhadap 

pemberian opini BPK RI. Variabel inde-

penden lain yaitu pelaksanaan 

 dan persentase penyelesaian 

tindak lanjut BPK RI signifikan positif 

mempengaruhi pemberian opini audit BPK 

RI atas laporan keuangan pemerintah dae-

rah.  

Uji Koefisien determinasi (

R2) menunjukkan bahwa  variabel  inde-

penden yang digunakan dalam penelitian 

ini yang terdiri dari pelaksanaan 

, kapabilitas APIP (IACM), per-

sentase penyelesaian tindak lanjut atas rek-

omendasi BPK RI mampu menjelaskan 

keberadaan variabel dependen yaitu opini 

audit BPK RI sebesar 20,9%, sedangkan si-

sanya sebesar 79,1% dijelaskan oleh varia-

bel lain yang ada diluar model penelitian.  

 merupakan proses pem-

anfaatan teknologi informasi sebagai alat 

untuk membantu menjalankan sistem 

pemerintahan secara lebih efisien 

(Sosiawan 2008). Lallana . (2002) dalam 

Model Unstd Coef. 
Std. 
Coef 

t Sig. 

  B 
Std. 

Error Beta     

1 (Constant) 2.083 .339   6.147 .000 

P E-GOV .469 .099 .324 4.761 .000 

KAP 
(IACM) 

.128 .243 .035 .525 .600 

PPTL .013 .002 .394 5.802 .000 

  
 

        .222 

  
 

        .209 

  
 

        .000 

Hasil Uji Regresi Linear Berganda  



 Vol. 15, No. 2, Agustus 2015: 148 - 157 

153  

penel it iannya  menyampaikan 

  mengacu pada penggunaan 

informasi dan komunikasi  

(ICT) oleh pemerintah daerah yang berguna 

untuk transformasi hubungan baik dengan 

warga masyarakat, para pebisnis, pegawai 

pemerintah dalam pemberian pelayanan 

dalam meningkatkan efisiensi, efektivitas, 

t ransparans i ,  dan  akuntabi l i t as 

pemerintah.  

Dalam penelitiannya Purwanto 

(2007) berpendapat bahwa penggunaan 

portal  (WWW) untuk men-

ciptakan layanan satu atap ( ) 

adalah pendekatan yang pal-

ing umum untuk memperbaiki penyediaan 

layanan publik kepada masyarakat. 

Masyarakat dilayani secara langsung  me-

lalui  sebagai , yang 

didukung oleh sistem informasi yang ada, 

sementara Perez (2008) mengungkapkan 

bahwa untuk menuju , 

pengungkapan informasi keuangan pada 

sektor publik menjadi faktor penting untuk 

meningkatkan transparansi. Pengungkapan 

informasi keuangan secara , menjadi-

kan persyaratan akuntabilitas publik dapat 

dipenuhi secara efisien dan efektif, dengan 

demikian laporan keuangan yang terpublis 

ke publik diyakini kebenarannya oleh BPK 

RI dan menjadi bahan pertimbangan lanju-

tan terhadap opini selanjutnya.  

 Pada tabel 1 menunjukkan bahwa 

pelaksanaan berpengaruh 

signifikan positif terhadap pemberian opini 

audit BPK RI atas laporan keuangan 

pemerintah daerah. Hasil penelitian ini 

sesuai dengan hipotesis yang peneliti 

ajukan. Hasil penelitian ini menunjukkan 

bahwa semakin baik pemerintah daerah 

dalam menerapkan atau melaksanakan dan 

mengembangkan  dengan 

tepat maka akan mempengaruhi pemberian 

opini audit BPK RI atas laporan keuangan 

pemerintah daerahnya.  

Hasil penelitian ini tidak jauh ber-

beda dengan kondisi real yang terjadi 

sekarang bahwa semakin banyak 

pemerintah daerah yang berhasil 

melaksanakan dan mengembangkan 

 dengan baik, mampu 

mendapatkan opini yang lebih baik dari 

BPK RI atas laporan keuangan pemerintah 

daerah yang diaudit. Semakin baik 

pemerintah daerah dalam menerapkan dan 

mengembangkan  baik itu 

pada tataran kebijakan, kelembagaan, in-

frastruktur, aplikasi, dan perencanaan akan 

membantu pemerintah daerah dalam mem-

pertanggungjawabkan pengelolaaan keu-

angannya kepada publik, sehingga menjadi 

bahan pertimbangan bagi BPK RI untuk 

memberikan opini yang lebih baik atas per-

tanggungjawaban pemerintah daerah. 

Pemerintah daerah yang berhasil mengem-

bangkan  dan mendapat 

opini yang baik selain pemerintah daerah 

Kota Surabaya yaitu: Kota Pekalongan 

dengan nilai  sebesar 3,62 

dengan predikat sangat baik, Kota Malang 

dengan nilai  sebesar 3,32 

dengan predikat baik, Kabupaten Bojonego-

ro dengan nilai  sebesar 3,15 

dengan predikat baik, dimana ketiga dae-

rah tersebut masing-masing mendapatkan 

opini WTP DPP dalam laporan keuangan 

daerahnya.  

 

Kapabilitas APIP merupakan kemampuan 

untuk melaksanakan tugas – tugas 

pengawasan yang terdiri dari tiga unsur 

yang saling terkait yaitu kapasitas, 

kewenangan, dan kompetensi SDM APIP 

yang harus dimiliki APIP agar dapat 

mewujudkan peran APIP secara efektif (Per 

– 1633 /K/JF/2011). APIP dengan kapabili-

tas level 3 ( ) sesuai dengan Perka 

BPKP No 6 Tahun 2015, diharapkan telah 

menetapkan praktek professional audit in-

ternal secara seragam dan selaras dengan 

standar audit.  level 3, APIP 

melakukan performance audit/value for 

money audit yang dapat meningkatkan 

kinerja serta memberikan  

untuk perbaikan 

 . 

Peningkatan kapabilitas APIP dari 

 1 menjadi  3 yang menjadi keingi-

nan pemerintah menjadi keseriusan bagi 

APIP untuk meningkatkan kapabilitasnya 

dalam hal pengawasan secara optimal. Se-

makin tinggi tingkat kapabilitas APIP maka 

akan mampu mendukung pemerintah dae-
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rah dalam mewujudkan tata kelola keu-

angan negara/daerah yang akuntabel. 

Pengelolaan keuangan yang akuntabel men-

jadi bahan pertimbangan BPK RI dalam 

pemberian opini audit.  Dalam penelitian 

yang dilakukan Purba (2014) menyam-

paikan, bahwa pemberian opini yang di-

peroleh setiap pemerintah daerah bergan-

tung pada kualitas laporan keuangan dan 

karena adanya peran APIP dalam tugas 

pengawasannya yang diharapkan semakin 

meningkatkan kualitas LKPD. APIP diharap-

kan dengan kapabilitas yang dimilikinya 

mampu menjadi  untuk per-

wujudan . 

 Pada tabel 1 memperlihatkan bah-

wa variabel Kapabilitas APIP tidak signif-

ikan dan berpengaruh positif terhadap 

pemberian opini audit BPK RI atas laporan 

keuangan pemerintah daerah. Hasil 

penelitian ini menunjukkan bahwa H2 yang 

peneliti ajukan dalam penelitian ini ditolak. 

Ditolaknya hipotesis peneliti dengan hasil 

penelitian karena berdasarkan fakta dan 

data di lapangan, level kapabilitas (APIP) 

Inspektorat daerah rata – rata masih be-

rada di level 1 dan 2. Hal ini menandakan 

bahwa keterbatasan jumlah aparat In-

spektorat, tingkat kompetensi dan luasnya 

cakupan pemeriksaan masih menjadi ken-

dala untuk dapat memeriksa seluruh pos 

keuangan secara cermat dan mendetail, 

sehingga kinerja audit intern menjadi ku-

rang optimal. Hasil pengujian hipotesis ini 

sejalan dengan pendapat Syarifudin (2014)

bahwa kemampuan audit intern dalam 

mendeteksi ketidakpatuhan, kesalahan/ 

penyimpangan belum optimal. Oleh kare-

nanya kesalahan dalam kegiatan maupun 

dalam pencatatan akuntansi yang telah dil-

akukan tidak terdeteksi hingga saat 

pemeriksaan oleh BPK.  

Menurut Abubakar (2013), ada lima 

hal penyebab rendahnya kapabilitas APIP 

yaitu: lemahnya Independensi dan objek-

tivitas APIP; tidak terpenuhinya kebutuhan 

formasi auditor; kurangnya alokasi ang-

garan belanja APIP dibandingkan dengan 

total belanja dalam APBN/APBD; organisasi 

profesi Auditor belum terbentuk sehingga 

standar audit, kode etik, dan 

belum sepenuhnya tersedia; dan struktur 

organisasi dan pola hubungan kerja belum 

sepenuhnya sesuai. Christian dan Sutaryo 

( 2 0 1 5 )  d a l a m  p e n e l i t i a n n y a , 

mengemukakan bahwa dengan hasil 

kapabilitas APIP inspektorat 

daerah yang sebagian besar masih berada 

pada level 1 ( ), sehingga APIP belum 

dapat memberikan jaminan atas proses 

tata kelola sesuai peraturan, belum dapat 

mencegah korupsi dan hanya melakukan 

audit untuk keakuratan dan kepatuhan 

serta pengawasan oleh inspektorat daerah 

belum berjalan efektif sehingga belum 

mampu mengarahkan pelaksanaan 

pemerintah daerah dari kemungkinan 

penyimpangan.  

 

Penyelesaian tindak lanjut hasil pemerik-

saan BPK RI merupakan suatu kegiatan 

yang dilakukan sebagai upaya perbaikan 

berkelanjutan terhadap kinerja entitas au-

dit yang terdeteksi oleh BPK RI mengalami 

k e l e ma h a n  da l a m  i n t e r n a l n y a .  

Setyaningrum  (2014) dalam 

penelitiannya menyampaikan bahwa se-

makin banyak rekomendasi audit yang 

ditindaklanjuti oleh entitas audit maka se-

makin baik dan akuntabel kualitas laporan 

keuangan pemerintah daerah, hal tersebut 

ditunjukkan dengan semakin berkurangnya 

jumlah temuan audit BPK RI, dengan 

demikian maka akan mempengaruhi per-

timbangan opini BPK RI tahun berikutnya. 

Pada tabel 1 menunjukkan bahwa persen-

tase penyelesaian tindak lanjut rekomen-

dasi BPK RI berpengaruh secara signifikan 

positif terhadap pemberian opini audit BPK 

RI atas laporan keuangan pemerintah dae-

rah.  

Hasil penelitian ini sesuai dengan 

hipotesis yang telah dibuat oleh peneliti. 

Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa 

semakin besar atau tinggi persentase ting-

kat penyelesaian tindak lanjut rekomendasi 

hasil audit BPK RI maka akan 

mempengaruhi pemberian opini audit BPK 

RI atas laporan keuangan pemerintah dae-

rah pada tahun selanjutnya. Hasil 

penelitian ini sejalan dengan penelitian 

Winanti (2014) dan Setyaningrum (2015) 
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yang menemukan bahwa tindak lanjut hasil 

pemeriksaan berpengaruh positif terhadap 

opini audit. Semakin banyak tindak lanjut 

pemeriksaan yang dilakukan maka pengel-

olaan keuangan yang dilakukan pemda 

menjadi semakin baik sehingga opini yang 

diperoleh pada periode selanjutnya se-

makin baik. Hal yang sama disampaikan 

Sari . (2015) Tindak lanjut hasil 

pemeriksaan pada periode lalu ber-

pengaruh positif terhadap opini audit me-

lalui tingkat pengungkapan laporan keu-

angan K/L. Hasil penelitian ini juga sejalan 

dengan penelitian yang dilakukan oleh Har-

tanto (2015) bahwa tindak lanjut rekomen-

dasi hasil pemeriksaan berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap opini audit tahun 

berikutnya. Hasil penelitian ini sesuai 

dengan pernyataan dan pedoman pemerik-

saan BPK RI terhadap pemberian opini au-

dit, dimana pemberian opini audit ber-

dasarkan hasil penyelesaian tindak lanjut 

pemeriksaan BPK RI.   

 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa varia-

bel pelaksanaan , persentase 

penyelesaian tindak lanjut rekomendasi 

hasil audit BPK RI berpengaruh signifikan 

positif terhadap pemberian opini audit BPK 

RI atas LKPD, sedangkan variabel kapabiliti 

APIP menunjukkan tidak signifikan dan 

berpengaruh positif dalam pemberian opini 

audit BPK RI. Tidak signifikannya Kapabili-

tas APIP disebabkan karena berdasarkan 

fakta dan data di lapangan bahwa level ka-

pabilitas (APIP) rata – rata masih berada di 

level 1 dan 2 menandakan bahwa 

keterbatasan jumlah aparat Inspektorat, 

tingkat kompetensi dan luasnya cakupan 

pemeriksaan masih menjadi kendala untuk 

dapat memeriksa seluruh pos keuangan 

secara cermat dan mendetail, sehingga 

kinerja audit intern menjadi kurang opti-

mal. 

Implikasi menunjukkan bahwa 

opini audit menjadi point utama dalam 

mengukur efektifitas pengawasan, 

penilaian akuntabilitas pengelolaan keu-

angan pemerintah daerah. opini audit  BPK 

RI menjadi  dari kualitas pengel-

olaan keuangan pemerintah daerah, sehing-

ga opini tersebut menjadi acuan pertim-

bangan pemerintah pusat dalam menilai 

kinerja pemerintah daerah. 

Penelitian ini dilakukan dengan keterbata-

san yaitu: Data Kapabilitas APIP dari IACM 

dengan nilai terpublis per 31 Desember 

2013/januari 2014, sehingga data yang 

digunakan kurang , penelitian ini 

hanya menggunakan tiga variabel inde-

penden sehingga cakupan penelitian tidak 

dapat meluas untuk mengetahui faktor-

faktor signifikan lainnya yang memberikan 

pengaruh terhadap pemberian opini audit 

BPK RI atas LKPD. Diharapkan adanya ker-

jasama yang baik dari berbagai pihak 

terkait dengan opini audit BPK RI atas 

LKPD. Penelitian kedepan diharapkan 

menambahkan variabel lain dan 

menggunakan data yang lebih  se-

hingga menghasilkan hasil pengujian yang 

berkualitas serta memperluas cakupan so-

lusi pemerintah daerah dalam mendapat-

kan opini yang lebih baik pada tahun selan-

jutnya.  
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